
217 Sabloit Tinjauan Yuridis Perlindungan, 217-223 

Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026 
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370  

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris 
 

 

 
 

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU 

PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA 

 
Bentri Nelci Sabloit 

Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia 

nsabloit@gmail.com 

 
 

 
 

Abstract 

 
Sexual harassment is a crime that has far-reaching impacts on victims physically, psychologically, 

and socially. While the state has an obligation to protect victims, under Indonesia’s criminal justice 
system, which adheres to the principle of dufe process of law, legal protection is also afforded to 

perpetrators. This study aims to examine the forms of legal protection granted to perpetrators of 

sexual harassment, the legal basis for such protection, and its implications for the principle of justice. 
The method used is normative juridical with a doctrinal approach through literature study. The 

findings indicate that perpetrators retain legal rights, such as access to legal assistance, fair trial, 
and humane treatment, as guaranteed by the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code 

(KUHAP), and other relevant regulations. However, in practice, these rights are often violated 

through stigma, vigilantism, and unfair treatment. Legal protection for perpetrators is not intended to 

justify their actions, but rather to ensure a fair and civilized legal process in accordance with human 

rights principles. 
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I. PENDAHULUAN 
Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak 

hanya melanggar norma sosial dan nilai moral masyarakat, tetapi juga secara nyata mengancam 

keselamatan, martabat, dan integritas fisik serta psikis individu (Rasjidi & Putra, 1993). Tindak 

pidana ini telah menjadi persoalan multidimensional yang berdampak serius, baik bagi korban secara 

langsung maupun bagi masyarakat secara luas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pada 

luka fisik, trauma psikologis, dan gangguan mental yang mendalam, tetapi juga dapat merambah pada 

tekanan sosial, stigma berkepanjangan, kehilangan kesempatan kerja atau pendidikan, hingga 

kerugian ekonomi yang signifikan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi kasus pelecehan seksual menunjukkan tren yang 

mengkhawatirkan, di mana peristiwa-peristiwa semacam ini tidak lagi hanya terjadi dalam ruang 

privat, tetapi telah menjalar ke berbagai sektor kehidupan seperti institusi pendidikan, lingkungan 

kerja, ruang publik, bahkan di dunia maya melalui platform media sosial dan komunikasi digital 

(Ruwaida, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa pelecehan seksual bukanlah isu individual semata, 

melainkan telah berkembang menjadi problem sistemik yang kompleks, serta menjadi isu sosial, 

budaya, dan hukum yang memerlukan respon serius dan terstruktur dari negara, aparat penegak 
hukum, serta seluruh elemen masyarakat (Koalisi Ruang Publik Aman, 2021). 

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, 

Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menciptakan sistem hukum yang 

tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga protektif dan restoratif bagi korban (Asshiddiqie, 

2006). Komitmen negara terhadap perlindungan korban telah diatur melalui berbagai instrumen 

hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual. 

Peraturan-peraturan tersebut secara eksplisit menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak 

korban, baik dalam bentuk keadilan hukum, pendampingan psikososial, pemulihan martabat, hingga 

kompensasi materiil. Namun demikian, dalam konteks sistem peradilan pidana yang berlandaskan 

pada prinsip due process of law, negara tidak hanya berkewajiban untuk melindungi hak-hak korban, 

tetapi juga dituntut untuk menjamin hak-hak pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pelecehan 

seksual, tetap dihormati dan dijamin keberadaannya sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan 

selesai. 

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern, sebagaimana tercermin dalam asas praduga tak 

bersalah (presumption of innocence) dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), 

memberikan jaminan bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun jenis 

kelamin berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif (Muladi 

& Arief, 1992). Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual yang sedang menjalani proses hukum tetap 

memiliki hak-hak mendasar, antara lain hak atas pendampingan atau bantuan hukum, hak untuk tidak 

disiksa atau ditekan secara fisik maupun psikis, hak untuk menyampaikan pembelaan diri melalui 

penasihat hukum, serta hak atas proses persidangan yang bebas dari tekanan publik dan penghakiman 

media (KUHAP; ICCPR, 1966). 

Dalam praktiknya, hak-hak tersebut tidak selalu dapat terpenuhi secara optimal. Tidak sedikit 

pelaku yang menjadi objek penghakiman publik melalui media sosial, mendapatkan perlakuan 

represif dari aparat penegak hukum, atau bahkan mengalami intimidasi fisik dan verbal selama proses 

pemeriksaan (IJRS, 2021). Keadaan ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan 

hukum yang idealnya bersifat netral, objektif, dan berkeadilan. Fenomena ketidakseimbangan 

perlakuan hukum antara korban dan pelaku ini menciptakan dilema etis sekaligus yuridis dalam 

sistem peradilan pidana. Di satu sisi, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan 

pemulihan yang menyeluruh bagi korban pelecehan seksual sebagai bentuk keberpihakan terhadap 

kelompok yang lemah dan rentan. Namun di sisi lain, negara juga tidak boleh mengabaikan prinsip-

prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak pelaku tindak pidana yang 

dijamin oleh konstitusi (UU No. 39 Tahun 1999). 

Pengabaian terhadap hak-hak hukum pelaku, meskipun dilakukan atas nama keadilan bagi 

korban, justru dapat menimbulkan pelanggaran hukum baru, mengurangi integritas sistem peradilan, 
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serta membuka ruang bagi praktik vigilante dan main hakim sendiri di tengah masyarakat (Qomar, 

2022). Oleh karena itu, penting kiranya untuk memahami bahwa keadilan yang sejati tidak hanya 

berpihak kepada korban, melainkan juga memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil dan melalui 

prosedur hukum yang sah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian 

hukum yang mendalam dan komprehensif mengenai bentuk, dasar hukum, serta implementasi 

perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengurai dan menganalisis secara sistematis bagaimana 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur dan menjamin hak-hak hukum pelaku, sejauh 

mana perlindungan tersebut dilaksanakan dalam praktik peradilan, serta apa implikasinya terhadap 

prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi 

nyata dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya represif dan retributif, tetapi 

juga berperspektif humanis, seimbang, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang demokratis 

(Rahardjo, 2009). 

 

II. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan 

pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai landasan dalam menjawab isu hukum yang 

diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, 

pendapat para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara pelecehan seksual. Pendekatan ini 

dianggap relevan karena objek kajian berada dalam ranah hukum positif yang normatif, di mana 

ketentuan hukum telah tertulis dan mengikat secara yuridis (Soekanto & Mamudji, 2014).  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research), 

yaitu penelitian yang bersifat teoritis dan normatif, serta berfokus pada studi literatur guna 

menemukan kaidah hukum, asas, dan doktrin yang sesuai dalam menjawab isu hukum yang menjadi 

pokok pembahasan (Marzuki, 2017). Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan untuk 

merumuskan argumentasi hukum dan memberikan solusi berdasarkan analisis terhadap norma yang 

berlaku, bukan berdasarkan realitas empiris (Ibrahim, 2006). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum 

primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan hukum lainnya yang relevan. Kedua, bahan 

hukum sekunder, seperti literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan 

ahli hukum yang mendukung dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan 

hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu dalam memahami 

istilah-istilah teknis dalam hokum (Fajar & Achmad, 2010). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 

menelusuri dan mengkaji bahan hukum dari berbagai sumber resmi seperti dokumen pemerintah, 

perpustakaan, dan basis data hukum nasional maupun jurnal akademik. Data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif, yaitu mendeskripsikan serta 

menafsirkan bahan hukum secara mendalam untuk menemukan bentuk perlindungan hukum, dasar 

hukum yang melandasinya, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual 

dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Analisis ini juga memperhatikan kesesuaian antara 

norma hukum nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal dan telah 

diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, dengan membangun argumentasi hukum yang sistematis, 

logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku pelecehan 

seksual di Indonesia? 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pelecehan 

seksual, tetap memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum 

(rechtstaat). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, berhak atas perlindungan 
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hak asasi manusia selama menjalani proses hukum. Perlindungan tersebut dimaksudkan bukan untuk 

membenarkan tindakan pelaku, melainkan untuk menjamin bahwa pelaku tetap diperlakukan secara 

adil dan manusiawi sesuai dengan asas due process of law. 

Salah satu bentuk perlindungan utama adalah hak atas bantuan hukum. KUHAP, melalui Pasal 

56, mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak 

mampu secara ekonomi (UU No. 8 Tahun 1981). Ini merupakan jaminan agar pelaku dapat membela 

diri secara layak di setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. 

Pendampingan hukum ini bukan hanya formalitas, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol agar aparat 

penegak hukum tidak melampaui batas wewenangnya dalam proses pemeriksaan. 

Selain itu, pelaku berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak ini sangat penting 

dalam mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang oleh penegak hukum atau tekanan sosial dari 

masyarakat. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia yang menegaskan hak individu untuk diperlakukan manusiawi dalam proses hukum, 
termasuk hak untuk tidak disiksa atau direndahkan martabatnya. 

Pelaku juga memiliki hak untuk menjalani proses peradilan yang adil (fair trial), sebagaimana 

dijelaskan dalam prinsip-prinsip internasional yang juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Hak 

ini mencakup hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk memanggil saksi yang meringankan, 

hak untuk tidak dipaksa mengaku, dan hak untuk mendapatkan putusan dari hakim yang independen 

dan tidak memihak. KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai larangan penggunaan tekanan 

fisik atau psikis dalam proses pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 117 ayat (1) 

(KUHAP; Hamzah, 2009). Hak atas proses yang adil ini juga dijamin dalam berbagai instrumen HAM 

internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah 

diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, dan memperkuat landasan perlindungan hukum 

terhadap pelaku dalam kerangka global. 

Dalam wacana hukum pidana, perhatian terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual telah 

mengalami kemajuan signifikan. Namun, dalam upaya menjaga prinsip keadilan yang adil dan 

seimbang, perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual juga menjadi aspek penting yang 

tidak boleh diabaikan. Perlindungan ini bukan bentuk pembelaan terhadap tindakan kejahatan, tetapi 

jaminan bahwa proses hukum berjalan secara objektif, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. 

Secara yuridis, perlindungan terhadap pelaku pelecehan seksual bersumber dari prinsip-prinsip 

hukum pidana, salah satunya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas 

ini memberikan jaminan bahwa seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual tidak boleh 

langsung dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

(Marzuki, 2005). Dalam kasus pelecehan seksual yang cenderung sensitif dan mengundang atensi 

publik, pengabaian terhadap asas ini dapat menyebabkan pelaku mengalami persekusi sosial, tekanan 

media, hingga penghukuman informal yang merusak integritas proses hokum (Simanjutak, 2020). 

Selain itu, asas legalitas (nullum crimen sine lege) menjamin bahwa seseorang hanya dapat 

dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam 

konteks pelaku pelecehan seksual, asas ini menjadi penting agar tidak terjadi perluasan tafsir hukum 

secara sewenang-wenang yang merugikan pelaku (Hamzah, 2008). Perlindungan hukum dalam 

bentuk ini memastikan bahwa semua tindakan hukum memiliki dasar legal yang sah dan terukur. 

Prinsip keadilan dalam hukum pidana menuntut adanya perlakuan yang proporsional bagi 

korban maupun pelaku. Meski pelaku pelecehan seksual dipandang sebagai pihak yang melakukan 

kesalahan moral dan hukum, ia tetap memiliki hak untuk membela diri, didampingi penasihat hukum, 

serta mendapatkan perlakuan manusiawi selama proses penyidikan hingga putusan pengadilan 

dijatuhkan (Rahardjo, 2006). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang 

menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan, termasuk terhadap pelaku kejahatan, 

selama proses hukum masih berlangsung. 
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B. Apa upaya pemerintah dalam mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual di 

Indonesia? 

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan kasus pelecehan seksual 

yang signifikan, baik di ruang privat maupun publik. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan korban 

secara fisik dan psikis, tetapi juga mencerminkan perlunya sistem yang lebih tangguh dalam 

pencegahan dan penanganannya. Pemerintah Indonesia menyadari urgensi tersebut dan telah 

mengambil berbagai langkah strategis untuk menekan angka kekerasan seksual dan menciptakan 

lingkungan yang aman bagi semua warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan 

anak-anak. 

Salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan 

payung hukum baru yang tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup 

aspek pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan pascakejadian. UU TPKS memperluas 

definisi kekerasan seksual serta mendorong penyediaan layanan terpadu, mulai dari bantuan hukum, 

psikologis, hingga rehabilitasi sosial bagi korban (KPPPA, 2023). 
Dalam aspek pencegahan, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi publik di 

berbagai daerah. Program edukasi ini menyasar institusi pendidikan, tempat kerja, komunitas, dan 

bahkan media digital guna membentuk budaya yang sadar dan menolak segala bentuk kekerasan 

seksual. Kurikulum pendidikan pun mulai diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak dini. 

Dari sisi penegakan hukum, pemerintah meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dan lembaga 

peradilan melalui pelatihan khusus penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polres hingga Polda diperkuat dalam hal sumber daya dan 

sensitivitas gender agar proses pelaporan tidak kembali menambah trauma bagi korban. Pemerintah 

juga membuka kanal pengaduan digital seperti Lapor.go.id dan Sapaan Perempuan, sehingga 

masyarakat dapat lebih mudah melapor dan memperoleh perlindungan (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, 2022). 

Namun demikian, tantangan besar masih menghadang dalam praktiknya. Meskipun pemerintah 

telah menyediakan mekanisme perlindungan dan layanan hukum, banyak korban masih enggan 

melapor karena takut akan stigmatisasi, reviktimisasi, atau tidak percaya pada sistem hukum. Media 

sosial kerap menjadi ruang penghukuman publik yang tidak terkontrol, yang justru dapat mengganggu 

proses hukum dan mencederai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemerintah juga menekankan 

pentingnya penegakan prinsip fair trial serta menjaga independensi aparat penegak hukum dari 

tekanan opini public (ICJR, 2022). 

Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, organisasi 

masyarakat sipil, dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, untuk 

memperluas akses pendampingan hukum bagi korban maupun penyintas. Pemerintah melalui kerja 

sama lintas kementerian juga mengupayakan pembentukan satuan tugas antikekerasan di perguruan 

tinggi dan institusi publik sebagai bentuk preventif dan penegakan disiplin internal 

(Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021). 

 

IV.  KESIMPULAN 
Perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Indonesia merupakan manifestasi 

nyata dari prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menjunjung tinggi asas keadilan, kesetaraan, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka sistem hukum pidana nasional, pelaku 

tindak pidana termasuk dalam kasus yang sensitif seperti pelecehan seksual tidak serta-merta 

kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Justru, perlakuan yang adil terhadap pelaku merupakan 

bentuk komitmen negara untuk menegakkan proses hukum yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh 

tekanan sosial maupun emosi publik. 

Perlindungan hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar dalam hukum pidana, 

seperti asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan asas legalitas (nullum crimen sine 

lege). Asas praduga tak bersalah mengandung arti bahwa pelaku tidak boleh dianggap bersalah 

sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks kasus pelecehan 
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seksual yang kerap mengundang reaksi keras dari masyarakat dan media, asas ini menjadi instrumen 

penting untuk mencegah praktik persekusi sosial, penghukuman informal, serta pengaruh opini publik 

yang dapat mencederai independensi proses peradilan. Demikian pula, asas legalitas memastikan 

bahwa pelaku hanya dapat dihukum apabila perbuatannya secara eksplisit diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga menghindari tindakan hukum yang bersifat sewenang-wenang. 

Pelaku pelecehan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang 

layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Hak ini bukan sekadar formalitas, tetapi 

merupakan bagian dari mekanisme kontrol agar proses hukum dijalankan sesuai prosedur, serta 

melindungi pelaku dari kemungkinan tindakan represif aparat penegak hukum. Hak atas proses 

peradilan yang adil (fair trial) pun harus dijamin, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, 

hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk 

mendapatkan putusan dari hakim yang imparsial. Semua prinsip ini tidak hanya bersumber dari 

ketentuan nasional, tetapi juga dari konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 

Upaya pemerintah dalam mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia 
merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menjunjung tinggi 

keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui sinergi antara regulasi hukum, 

edukasi publik, layanan perlindungan, dan penguatan sistem penegakan hukum, diharapkan tercipta 

sistem yang komprehensif dan berkeadilan dalam menangani kekerasan seksual. Pencegahan tidak 

hanya berorientasi pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada perubahan budaya sosial yang 

memprioritaskan rasa aman, empati terhadap korban, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap 

individu. 
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